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BAB 111
SANKSI EKONOMI AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDIA

Uji coba bom nuklir yang dilakukan India pada Mei 1998 telah memancing
berbagai respon keras dari masyarakat Internasional. Kemunculan India dengan

senjata nuklimya membuat masyarakat internasional dilanda kekhawatiran yang

mendalam akan keamanan dunia. Terlebih uji coba nuklir tersebut dilakukan pada

masa rezim non-proliferasi sedang berlangsung. Seperti yang sudah di jelaskankan

pada bab sebelumnya, rezim non-proliferasi menciptakan berbagai perjanjian
internasional yang mengatur tentang persenjataan nuklir. Meskipun India sempat
mengikuti negosiasi yang mengarah pada CTBT t_a_hun 1994, namun pada akhirnya
India menarik diri dari negosiasi tersebut pada tahun 1996 saat negosiasi mulai
dLlsimpulkan. India muncul sebagai lawan terkuat dalam perjanjian itu. Ketika PBB
mengadopsi CTBT, India menyatakan bahwa tidak akan pemnah menandatangani

per anjian.gz

Amerika Serikat sebagai salah satu aktor yang paling giat mengkampanyekan anti
proliferasi, merespon keras terhadap uji coba bom nuklir India tersebut. Dalam jarak
szktu dua minggu dari tes uji coba senjata nuklir India, Amerika Serikat dan negara-

negara lain meluncurkan kampanye untuk meyakinkan Pakistan untuk tidak

%2 Dinshaw Mistry, Domestic-International Linkages: India And The Comprehensive Test
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ama dengan India.

ekonomi sebagai alat politiknya.

Gambar 3

Negara-Negara Pendonor Bantuan Asing di India tahun 1997
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nengikuti jejak India namun pada akhirnya gagal. Pakistan tetap melakukan hal yang

Mengingat Amerika Serikat memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam
erekonomian India seperti yang ditunjukkan gambar 3, gambar 4, dan gambar 5 di

awah ini. Dengan pertimbangan tersebut, maka Amerika Serikat menggunakan

Sumber: Overview and Analysis of the Economic Impact of U.S. Sanctions With Respect to India and
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Gambar 4

Arah Perdagangan Luar Negeri India 1997
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Sumber: Direction of Foreign Trade, Handbook of Statistics on Indian Economy, Table 121, Reserve
Bank of India (RBI) Annual Report. Dalam
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Gambar 5

Persentasi Negara Investor di India tahun1997
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Sumber: hitp:/lwww.economywatch.com/databasefforeigninvestment2.htm, dalam_Foreign

Investment Inflows to India since the 1990s, dalam
http:/Awww.umbgc.edu/economics/seminar_papers/dasgupta_paper.odf, diakses tanggal
26 Agustus 2014

Berawal dari gelombang protes dan kritik global terhadap India dalam mencegah
proliferasi nuklir di Asia Selatan, maka beberapa negara di seluruh dunia bergabung

dengan Amerika Serikat dalam mengekspresikan kekecewaan dan kecaman terhadap
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A. Dasar Amerika Menjatuhkan Sanksi Ekonomi Kepada India

Sanksi ekonomi telah berperan penting dalam kebijakan lnar negeri Amerika
Serikat, Dalam sebuah studi komprehensif tentang sanksi, terdapat 103 kasus
sejak awal Perang Dunia I di mana sanksi telah digunakan oleh sejumiah negara
dalam mengejar tujuan kebijakan luar negerinya. Amerika Serikat telah
menggunakan sanksi ekonomi jauh lebih banyak daripada negara lain, yaitu
sebanyak 68 dari 103 kasus yang ada.”

Popularitas sanksi yang fluktuatif selama bertahun-tahun, tidak pernah cukup
membuat Amerika Serikat untuk menghentikannya. Apabila suatu negara tidak
sesuai dengan kebijakan luar negeri yang diusungnya, maka Amerika Serikat
akan beralih ke sanksi sebagai jawaban atas sengketa kebijakan luar negeri. Oleh
karena itu sanksi ekonomi menjadi alat politik Amerika Serikat untuk mencapai
tujuannya.

A.l. Undang-Undang Amerika Serikat Tentang Pemberian Sanksi

Pada Mei 1998;, India memicu sanksi ckonomi Amerika Serikat yang
disyaratkan dalam Arms Export Control Act (AECA) dan Export-Import Bank
 Act. Sebelum tes tersebut, dalam perjanjian internasional yang sudah
dilaksanakan, kedua negara digolongkan sebagai negara non-semjata nuklir
dan tes uji coba senjata nuklir tersebut telah menempatkan negara itu dalam

bahaya kecaman dunia dan sanksi internasional.

» Gary Clyde Hufbauer and Jeffrey J. Schott, “Economic .Sanctions" and U. S. Foreign
Policy”, American Political Science Association, Vol. 18, No. 4 (Autumn, 1985), dalam
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Di Amerika Serikat, terdapat undang-undang yang mensyaratkan Presiden
untuk memberlakukan pembatasan atau larangan hubungan Amerika Serikat
dengan India. Amerika serikat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada India
berdasarkan Arms Export Control Act yang juga dikenal dengan Glenn
Amendment tahun 1994 dimana presiden secara sah dapat menjatuhkan sanksi
terhadap India setelah tes uji coba senjata nuklirnya.

Undang-undang nuklir Amerika Serikat ini ditulis oleh mantan Senator
John Glenn yang menetapkan bahwa ketika negara senjata non-nuklir
meledakan sebuah bom nuklir, maka pemerintah Amerika Serikat harus
memberlakukan beberapa sanksi terhadap negara tersebut. Kemudian
disahkan pada tanggal 30 April 1994, Glenn Amendment diklarifikasi dan
diperkuat undang-undang nonproliferasi scbelumnya, yaitu Symington
Amendment untuk Undang-Undang Bantuan Luar Negeri pada tahun 1977 dan
Nuclear Non-Proliferation Act pada tahun 1978.

Symington Amendment adalah bentuk baru dari Undang-Undang Bantuan
Asing Amerika Serikat tahun 1961 (Bagian 669 dari FAA) pada tahun 1976.
Undang-undang ini melarang bantuan ekonomi, militer Amerika Serikat, dan
kredit ckspor ke negara-negara yang memberikan atau menerima, memperoleh
atau mentransfer teknologi pengayaan nuklir ketika mereka melakukan suatu
hal yang tidak mematuhi peraturan International Atomic Energy Agency

(IAEA). IAEA merupakan sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk
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penggunaannya dalam tujuan militer, termasuk senjata nuklir. Ketentuan ini, kini
terkandung dalam Pasal 101 AECA.

Sedangkan Nuclear Non-Proliferation Act merupakan hukum federal
Amerika Serikat yang menyatakan bahwa alat peledak nuklir merupakan
ancaman berbahaya bagi kepentingan keamanan Amerika Serikat dan
kemajuan internasional menuju perdamaian dunia dan pembangunan bangsa

Meskipun Glenn Amendment itu memungkinkan presiden untuk menunda
pemberian sanksi selama 30 hari, tetapi tidak menghapus sanksi itu setelah
mereka dikenakan dan tidak diberikan kewenangan untuk memberikan
keringanan apapun.94 Glenn Amendment mewajibkan presiden untuk
menjatuhkan béberapa sanksi.”

Sanksi - yang pertama, dalam bidang bantuan asing yaitu dengan
menghentikan bantuan berdasarkan Foreign Assistance Act (FAA) pada tahun
1961, kecuali untuk bantuan kemanusiaan berupa makanan ataupun
komoditas pertanian lainnya. FAA tahun 1961 memberikan kewenangan
program bantuan luar negeri Pemerintah Amerika Serikat termasuk bantuan
pembangunan, dana dukungan ekonomi, berbagai program inultilateral,

program perumahan dan jaminan kredit, Overseas Private Investment

% Daniel Morrow and Michael Carriere, “The Economic Impacts Of The 1998 Sanctions On
India And Pakistan”, The  Nonproliferation Review (Fall 1999), dalam
http://cns.miis.edu/npr/pdfs/morrowb4.pdf diakses tanggal 26 Februari 2014.

% Overview and Analysis of the Economic Impact of U.S. Sanctions With Respect to India
and Pakistan, U.s. International Trade Commission, dalam

e o == B P 7. LN T T, .. T « D, S, T o % s



60

Corporation (OPIC), organisasi internasional, kontrol narkotika internasional,
bantuan bencana internasional, bantuan militer, pendidikan militer
internasiopal dan pelatihan, pemeliharaan perdamaian, antiterorisme, dan
berbagai dana perusahaan daerah.

Kedua, pada sektor kenangan perdagangan publik berupa penangguhan
kredit, jaminan kredit, atau bantuan keuangan lainnya yang dilakukan oleh
departemen atau lembaga pemerintah Amerika Serikat misalnya seperti
bantuan dari United States Department of Agriculture (USDA), U.S. Export-
Import Bank (Eximbank), Overseas Private Investment Corporation (OPIC),
dan U.S. Trade and Development Agency (TDA).

USDA merupakan departemen eksekutif federal AS yang bertanggung
jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pemerintah
federal pada bidang pertanian, kehutanan, dan makanan. Eximbank adalah
lembaga kredit ekspor resmi pemerintah federal Amerika Serikat dan mandiri.
OPIC adalah lembaga keuangan pembangunan pemerintah Amerika Serikat
yang memobilisasi modal swasta untuk membantu memecahkan tantangan
pembangunan. TDA adalah lembaga bantuan luar negeri pemerintah Amerika
Serikat yang independen sesuai dengan Pasal 661 dari Undang-Undang
Bantuan Luar Negeri Tahun 1961.

Ketiga, dalam bidang bantuan militer dengan cara menghentikan penjualan

peralatan pertahanan, jasa pertahanan, atau desain maupun konstruksi di
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dalam pasal 38 dari AECA memberikan kewenangan kepada Presiden untuk
mengendalikan tmpor dan ekspor peralatan pertahanan dan layanan, untuk
memberikan kebijakan luar negeri untuk importir dan eksportir Amerika
Serikat, dan untuk menyebarluaskan United States Munitions List (USML)
yang merupakan artikel tf.:ntang peraturan tentang teknologi dan jasa yang
terkait dengan pertahanan pemerintah Federal Amerika Serikat. Serta dalam
bidang pembiayaan militer asing dengan. cara menghentikan semua
pembiayaan militer asing di bawah AECA.

Keempat, dalam bidang bantuan multilateral dengan cara menentang
perpanjangan pinjaman apapun untuk bantuan keuangan atau teknis oleh
lembaga keuangan internasional seperti Asian Development Bank (ADB),
International Monetary Fund (IMF) , dan World Bank (kecuali untuk tujuan
kemanusiaan). Serta dalam bidang pinjaman sektor swasta dengan cara
melarang bank-bank Amerika Serikat memberikan pinjaman atau kredit
apapun ke negara non nuklir, kecuali untuk tujuan membeli makanan atau
komoditas pertanian lainnya.

Dan yang terakhir, dalam bidang ekspor ganda penggunaan dengan cara
melarang ekspor barang dan teknologi yang memiliki spesifikasi militer dan
kegunaan strategis lainnya, serta penggunaan sipil, tunduk pada ekspor lisensi
oleh Departemen Perdagangan.

Ujt coba bom nuklir yang dilakukan oleh India pada tanggal 11 dan 13 Mei
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kalinya. Dalam menanggapi uji coba tersebut, Presiden Clinton
mengumumkan dan melaporkan kepada Kongres bahwa Amerika Serikat akan.

mengenakan sanksi yang sudah diharuskan dalam Undang-Undang.
A.2. Tujuan Sanksi Ekonomi Amerika Serikat

Semua sanksi yang diberikan suatu negara memiliki tujuan yang berbeda-
beda. Oleh karena itu, sanksi sering memiliki agenda tersembunyi yang
tertanam di dalamnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada
umumnya tujuan suatu negara menjatuhkan sanksi kepada suatu negara
lainnya adalah sebagai hukuman (pencegahan), kepatuhan (pemaksaan),

destabilisasi, maupun pemberi isyarat.

Dalam hal ini, tujuan sanksi Ekonomi Amerika Serikat kepada India telah
disusun dalam suatu lembar fakta. Lembar fakta tersebut secara sistematis

didasarkan pada Undang-undang Amerika Serikat.

Sanksi Glenn Amendment dillaksanakan secara resmi pada tanggal 18 Juni
1998, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan bahwa
Amerika Serikat akan mengambil tindakan dalam menjatuhkan sanksi Glenn
Amendment atas India dan Pakistan serta mengumumkan secara detail tujuan

dari sanksi tersebut.

Biro Urusan Ekonomi dan Pertanian Departemen Luar Negeri Amerika
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Department of State) mengeluarkan lembar fakta yang diberi judul “India and
Pakistan Sanctions"®® Dalam lembar fakta tersebut secara ringkas
menggambarkan bahwa Amerika Serikat berusaha untuk®’: 1). Mengirim
pesan yang kuat kepada calon penguji nuklir. Pesan itu berupa peringatan
keras terhadap negara yang memiliki niat melakukan hal yang sama dengan
India. Tujuannya agar Negara lain tidak melakukan uji coba nuklir apabila
tidak ingin mendapatkan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. 2). Memberi
pengaruh besar kepada India dan Pakistan. Pengaruh yang dimaksud adalah
dapat mempengaruhi kebijakan kedua negara tersebut untuk menghentikan
rangkaian uji coba senjata nuklirnya yang berkelanjutan dan dapat menarik
keduanya dalam perjanjian CTBT. 3). Menargetkan pemerintah, bukan rakyat.
Dalam hal ini yang menjadi sasaran Amerika adalah pemerintah yang harus
bertanggung jawab.4) Meminimalisir kerugian yang mungkin akan

ditimbulkan pada kepentingan Amerika lainnya.

Kemudian dalam lembar fakta tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan
sanksi kepada India dan Pakistan dengan tujuan supaya India dan Pakistan’®:
1). Dapat menghentikan pengujian nuklir lebih lanjut. 2). Masuk dalam

Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) dengan segera dan tanpa syarat 3).

% Daniel Morrow and Michael Carriere, loc.cit.
97 Fact Sheet: India and Pakistan Sanctions, Released by the Bureau of Economic and

Agricultural Affairs, U.S Department of_ State, 1998, dalam http://www.state.gov/1997-2001-
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Tidak menyebar luaskan tes rudal atau senjata nuklir secara massif. 4).
Memotong produksi bahan fisil yang digunakan untuk senjata nuklir. 5).
Dapat bekerja sama dalam negosiasi Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT)
di Jenewa yaitu suatu perjanjian internasional yang diusulkan untuk melarang
produksi lebih lanjut dari bahan fisil dalam penggunaan senjata nuklir atau
alat peledak lainnya. 6). Menjaga dan merumuskan pembatasan penggunaan
pada berbagai barang sensitif (dalam kasus ini adalah senjata nuklir) dan
teknologi dengan negara-negara lain. Mengurangi ketegangan bilateral,

termasuk konflik Kashmir.

B. Bentuk Sanksi Ekonomi yang Dijatuhkan Kepada India

India yang melakukan tes uji coba nuklir pada Mei 1998 disaat rezim
nonproliferasi sedang digalakkan. Sejak awal abad nuklir, kepemimpinan Amerika
Serikat sangat penting dalam mengembangkan rezim tersebut. Hal ini membuat
Amerika Serikat mengecam dan mengkritik keras tindakan India tersebut. Oleh
karena itu, Amerika Serikat segera menyerukan sanksi ekonomi kepada India yang
sudah tertuang dalam Undang-Undang Amerika.

Sanksi Ekonomi yang diserukan oleh Amerika Serikat ini telah mempelopori

negara lain maupun lembaga internasional untuk melakukan hal yang sama
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menjatuhkan sanksi kepada India sebagai suatu hukuman dari tes uji coba senjata

nuklirnya.

B.1. Sanksi Ekonomi Dari Amerika Serikat

Menanggapi tindakan India tersebut, dalam Kongres Amerika Serikat,
pendukung non-proliferasi seperti Edward Markey dan Dan Burton menyuarakan
kemarahan dan menyerukan untuk segera menjatuhkan sanksi di bawah Arms
Export Control Act atau Glenn Amendment. Markey menganggap bahwa New
Delhi telah melakukan tindakan yang sembrono, memalukan, dan tidak
bertanggung jawab. Oleh Karena itu, New Delhi harus segera diberi hukuman.
Sedangkan Burton mendesak Kongres agar menghentikan subsidi pengembangan
teknologi nuklir India dengan cara memotong bantuan ekonomi AS untuk New
Delhi.”

Hanya beberapa hari setelah tes, Presiden Bill Clinton segera menanggapi
tindakan India tersebut karena ia diwajibkan secara hukum di bawah Glenn
Amendment, menjatuhkan secara luas sanksi ekonomi dan militer kepada New
Delhi.

Amerika Serikat, dibawah Glenn Amendment segera menjatuhkan sanksi
untuk India pasca uji coba senjata nuklir yang dilakukannya. Sanksi yang

dijatukan Amerika Serikat lebih menekankan pada sanksi ekonomi.

% Confrontation and i{ctreat: The U.S. Congress and the South Asian Nuclear Tests”, dalam
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Dalam lembar fakta juga mencantumkan bentuk sanksi yang diberikan

Amerika Serikat kepada India yaitu dengan'®

1.

Menghentikan atau menangguhkan bantuan asing berdasarkan Undang-
Undang Bantuan Luvar Negeri, dengan pengecualian untuk alasan
kemanusiaan (misalnya bantuan makanan, atau komoditas pertanian
lainnya).

Menghentikan penjualan peralatan militer asing berdasarkan Undang-
Undang Kontrol Ekspor Senjata (AECA), dan mencabut izin untuk
penjualan komersial dari setiap item pada daftar amunisi Amerika Serikat.
Menghentikan kerjasama baru pemerintah Amerika Serikat, serta kredit dan
jaminan kredit oleh badan pemerintah Amerika Serikat (termasuk EXIM-dan
OPIC).

Mendapat dukungan dari G-8 untuk menunda pertimbangan non kebutuhan
dasar manusia/ non-Basic Human Needs (BHN), pinjaman untuk India dan
Pakistan oleh Lembaga Keuangan Internasional/ International Financial
Institutions (JFIs)'®" untuk meningkatkan efek dari kebutuhan Glenn
Amendment bahwa Amerika Serikat menentang pinjaman non-BHN dari

{FIs.

190 pact Sheet: India and Pakistan Sanctions, Joc.cit.
104 International Financial Institutions adalah lembaga keuangan: yang dibentuk oleh lebih

dan satu negara. Oleh karena itu menjad: subyck hukum mternasmnal Pemlhknya atau pemegang
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5. Mengeluarkan Executive Order untuk melarang pelaku bisnis Amerika dan
Bank-Bank Amerika untuk menghentikan kegiatan ekonomi dengan
Penllerintah India dan Pakistan.

Pada tanggal 2 Juni 1998, pihak Administrasi Amerika Serikat telah mencapai
konsensus tentang bagaimana untuk melaksanakan sebagian besar sanksi Glenn
Amendment, yang juga akan mempengaruhi sektor pinjaman swasta. Banyak
kekhawatiran yang difokuskan pada kurangnya definisi yang jelas dari istilah
kunci dalam Glenn Amendment. Stuart Eizenstat, Wakil Menteri Luar Negen
Urusan Ekonomi, Bisnis, dan Pertanian, kesulitan mencoba dalam menafsirkan
apa yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Misalnya, Glenn
Amendment tidak mendefinisikan istilah "bank" secara jelas. Bank yang
dimaksudkan apakah untuk Lembaga Keuangan non-Perbankan atau bank secara
luas. Kemudian istilah "pinjaman" apakah istilah yang diterapkan untuk
pembelian surat berharga pemerintah asing untuk memenuhi persyaratan giro
wajib minimum ataukah lainnya. Lalu istilah "pemerintah” apakah istilah yang
diterapkan semata-mata untuk pemerintah federal dan negara atau diterapkan pada
perusahaan milik pemerintah. Namun setelah memikirkan berbagai
pertimbangang, akhirnya pada tanggal 18 Juni 1998 Administrasi mengumumkan
bahwa sanksi bank yang terkait akan dilaksanakan segera melalui peraturan

Executive Order yang disusun oleh Departemen Keuangan.'®
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Sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri, Amerika Serikat segera
menghentikan atau menangguhkan bantuan asing dan pemberian kredit baru
pemerintah Amerika Serikat serta pemberian jaminan kredit kecuali untuk
bantuan kemanusiaan yaitu makanan dan komoditas pertanian lainnya. Seperti‘
yang dilakukan oleh USDA dengan program Commodity Credit Corporation'
(CCC), Exim Bank, OPIC, dan TDA.

CCC mengelola program jaminan kredit ekspor untuk pembiayaan komersial
ekspor pertanian Amerika Serikat. Program mendorong ekspor ke pembeli di
negara-negara dimana kredit diperlukan untuk mempertahankan atau
meningkatkan penjualan di AS, tetapi pembiayaan tidak tersedia tanpa jaminan
CCC. CCC tidak menyediakan pembiayaan, tetapi menjamin pembayaran dari
bank asing. Program yang menanggung kredit oleh bank-bank Amerika Serikat
atau eksportir kepada bank asing yang sudah disetujui menggunakan mata uang
dolar, tidak dapat dibatalkan kreditnya. The Export Credit Guarantee Programs
atau Program Penjaminan Kredit Ekspor yang dikeluarkan CCC mencakup
persyaratan kredit sampai tiga tahun, dan Program Penjaminan Kredit Ekspor
Menengah mencakup persyaratan kredit yang lebih lama hingga 10 tahun. '

Eximbank memberikan jaminan kredit modal kerja untuk eksportir Amerika
Serikat, menjamin pembayaran kembali pinjaman, dan membuat pinjaman kepada

pembeli asing untuk barang dan jasa ketika pembiayaan swasta tidak tersedia.
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Eximbank juga menyediakan asuransi kredit yang melindungi eksportir Amerika
Ser_ikat terhadap risiko non-pembayaran oleh pembeli asing karena alasan politik
atau komersial.'*

Sebelum sanksi Glenn Amendment jatuh, USDA mengalokasikan j@inm
kredit ekspor sebesar $20 juta di bawah program CCC untuk tahun 1998. Namun
jaminan kredit ekspor tersebut ditangguhkan akibat sanksi.

Bantuan asing India dari United Stgtes Agency for International Development
(USAID) juga di hentikan. USAID telah memberikan bantuan ekonomi ke India
sejak tahun 1951, dengan bantuan $152,3 juta untuk program fiskal India sampai
tahun 1999. Namun bantuan tersebut ditangguhkan oleh sanksi Glenn
Amendment. Penangguhan itu sejumlah $21 juta bantuan pembangunan ekonomi
dan jaminan perumahan, serta $6 juta untuk program rumah kaca.

Administrasi Amerika Serikat, David L. Aaron memperkirakan terdapat $10
miliar proyek-proyek di agenda advokasi U.S. Department of Commerce'® untuk
India terkandung dalam bantuan dari Eximbank, OPIC, atau TDA. Namun semua
kegiatan yang berhubungan dengan India dibekukan pada 13 Mei 1998.

Sebelum sanksi diberlakukan, Eximbank di India memberikan bantuan untuk

pinjaman, jaminan pinjaman, atau asuransi kredit sebesar $1,5 miliar. Selain itu,

104 pp .
Ibid.

195 ¢.S. Department of Commerce adalah departemen Kabinet pemerintah Amerika Serikat

yang, mengupayakan pertumbuhan ekonomi. Misi departemen ini adalah untuk "mempromosikan

pcnclptaan 1apangan kcxja dan standar hidup yang leblh baik bagi semua orang Amerika dengan
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diperkirakan terdapat enam proyek pipa yang sedang dalam proses persetujuan
pembiayaan Eximbank, dibekukan. Exim Bank memperkirakan bahwa larangan
baru pada pinjaman, jaminan pinjaman, maupun asuransi kredit telah terkena
dampak langsung sekitar $500 juta transaksi ekspor Amerika Serikai ke India
tertunda.'%

Sebelum sanksi berlaku, India merupakan salah satu dari lima negara
penerima dukungan OPIC yang menerima dana rata-rata $300 juta per tahun.
Namun ketika sanksi yang dikenakan pada 13 Mei 1998, OPIC mengumumkan
bahwa mereka juga menghentikan persetujuan proyek baru di India, dimana
komitmen pembiayaan dan asuransi resiko politik OPIC yang beredar di India
melebihi $1 miliar.!”

Hilangnya pembiayaan Exim Bank dan OPIC sangat mempengaruhi beberapa
proyek besar di India. Misalnya Enron Inernational Corporation dalam usaha
gabungan dari' GE Capital yang merupakan unit jasa keuangan dari konglomerat
General Electric Amerika, dan Bechtel Enterprises perusahaan konstruksi dan
teknik terbesar di Amerika Serikat. Enron merupakan investor asing tunggal
terbesar di India dalam sektor energi. Enron memperoleh $298 juta jaminan

pinjaman dari Exim Bank dan $100 juta dari OPIC pada tahun 1996 untuk proyek

tahap pertama di perusahaan Dabhol. Ketika sanksi Glenn Amendment

-

ttp://papers.ssm.conﬂsol&’papers.cfm?abstract_'id=239289l , diakses tanggal 30 April 2014.

1%\ ohammad Motlg Althabity, “Effect Of Economic Sanction Of Financial Markets”, dalam
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dijatuhkan, Enron sedang bemegosiasi untuk pembiayaan tahap kedua dari proyek
listrik Dabhol. Dan pembiayaan untuk proyek tersebut ditagguhkan.'®®

Di selatan kota Bangalore, penarikan dana sebesar $350 juta dari Exim Bank
menghentikan rencana Perusahaan Cogentrix Energy yang bt;rbasis di San
Francisco. Selain itu pembatalan kontrak perusahaan telekomunikasi gabungan
antara Hughes Network Systems yaitu perusahaan penyedia layanan komunikasi
berbasis satelit milik Amerika Serikat, dengan perusahaan Ipsa¢ milik India.
Merurut CEOQ Hughes, Jack Shaw megatakan bahwa kerugian yang diakibatkan
oleh sanksi itu menimbulkan kehilangan proyek asuransi risiko politik dari Exim
Bank Amerika Serikat scnilai $400 juta hutang luar negeri, sehingga terjadi
penundaan penutupan keuangan tanpa batas.'®

Contoh lainnya Perusahaan Boeing melaporkan bahwa rencana penjualan
pesawat komersial untuk sebuah maskapai penerbangan swasta di India ditunda
karena suspensi operasi Eximbank di India. Barulah setelah tanggal 1 Desember
1998 setelah waiver Presiden, Eximbank menyetujui pembiayaan untuk penjualan
Boeing.”o

Grafik pada gambar 6 di balik ini cukup dapat menggambarkan kondist

investasi Amerika Serikat di India dari tahun ke tahun sebelum sanksi dijatuhkan

dimana mengalami kanaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 1995 investasi

W e s amme . R | LinAaneg Lo 1.l 1 2872
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juta. Kemudian pada tahun 1997 investasi Amerika Serikat di India merupakan
jumlah tertinggi dari beberapa tahun sebelumnya yaitu sebesar § 1.684 juta,
Namun setelah sanksi diumumkan, terlihat Amerika Serikat mengurangi jumlah
investasi di India. Oleh sebab itu secara kescluruhan jumlah investasi Amerika
Serikat terhadap India mengalami kemunduran yaitu berjumlah § 1.480 juta pada
tahun 1998, Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan India dan Amerika Serikat
semakin membaik di tahun sebelum tes uji coba nuklir dan memburuk di tahun
India melakukan uji coba nuklir.
Gambear 6.

Grafik Investasi Amerika Serikat di India (Dalam Juta USS)
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Selain itu, Amerika Serikat juga menahan kegiatan perdagangan dengan India.
Seperti yang tertera pada gambar 7, terjadi penurunan kegiatan perdagangan
antara Amerika Serikat dengan India. Pada tahun 1996 nilai perdagangan antara
Amerika Serikat dan India sebesar $3.205 juta dan 1-)ada tahun 1997 sebesar
$3.474 juta. Sedangkan pada tahun 1998 menurun 40% menjadi sebesar $1.615
juta,

Gambar 7

Grafik Jumlah Ekspor-Impor Amerika Serikat ke India (Dalam Juta §)
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Sumber: U.S. Department of Commerce, dalam Overview and Analysis of the Economic Impact of
U.S. Sanctions With Respect to India and Pakistan, U.S. International Trade Commisston,
1999.

Sanksi Glenn Amendment juga mempengaruhi program bantuan militer

Amerika Serikat kepada India )-rang direncanakan pada akhir Mei 1998. Namun,
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semua lisensi dan persetujuan lain untuk ekspor maupun transfer artikel
pertahanan dan layanan pertahanan ke India. Kemudian melarang transfer artikel
atau jasa pertahanan dari Amerika Serikat ke India dan sebaliknya, melarang
impor artikel pertahanan dari India. Selain itu j1‘1ga membuat kebijakan dalam
menghentikan aplikasi dan permintaan lainnya dalam upaya persetujuan untuk
mengekspor atau mentransfer artikel periahanan dan pelayanan pertahanan untuk

India.!"!

B.2. Sanksi Ekonomi Dari Beberapa Negara

Pengaruh sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap India cukup kuat dalam
menarik perhatian negara lain untuk mengikuti langkah Amerika Serikat yaitu
menggunakan ekonomi sebagai alat politik. Terbukti dengan sejumlah negara di
dunia bergabung dengan Amerika Serikat dalam menjatuhkan sanksi ekonomi
terhadap India. Seperti Jepang, Jerman, Swedia, Denmark, dan Australia juga
mengumumkan sanksi ekonomi terhadap India dari berbagai tingkat. Beberapa
negara tersebut turut mendukung Amerika Serikat dalam menunda pertimbangan
pinjaman Bank Dunia untuk India di tengah kekhawatiran tes uji coba nuklir India
yang mendorong negara lain untuk melakukan pengujian senjata nuklir serupa.“2

Pada tanggal 14 Mei 1998, Jepang mengusmumkan ia menangguhbkan

pinjaman bantuan, dilaporkan bemnilai hampir $1 miliar, selain untuk

" Overview and Analysis of the Economic Impact of U.S. Sanctions With Respect to India
and Pakistan, U.S. International Trade Commission, loc.cit.

1D = an wm & - - a T .2 2 1Tt T o e 1o g
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menangguhkan $26 juta bantuan hibah. Jerman membatalkan rencana bantuan
bilateral dengan India pada bantuan pembangunan baru senilai $168 juta,
Denmark membekukan bantuan sebesar $28 juta, Swedia membatalkan bantuan
sejumlah $119 juta, dan Kanada menangguilkan sekitar $9,8 juta bantuan non
kemanusiaan. Australia, pemberi pinjaman yang relatif kecil untuk Asia Selatan,
juga membatalkan semua bantuan non kemanusiaan kepada India, $ 2,6 juta.' 13
Selain itu, negara-negara yang tergabung dalam P-5 Joint Communique yaitu
gabungan lima negara yang dikenal sebagai negara nuklir (Amerika Serikat, Cina,
Inggris, Perancis, dan Russia) juga mengkritik keras India akibat tes uji coba
nuklir yang dilakukannya. Mengingat tanggung jawab negara-negara mereka
adalah untuk memelihara perdamaian dan keal_'nanan internasional yang sudah
tercantum dalam perjanjian non proliferasi sebelumnya (NPT). Oleh karena itu,
para Menteri Luar Negeri kelima negara tersebut melakukan pertemuan di Jenewa
pada 4 Juni 1998, Pertemuan itu diadakan untuk mengkoordinasikan kesamaan
sikap dalam merespon situasi suram yang diciptakan oleh uji coba nuklir yang
dilakukan India dan Pakistan. Para Menteri berupaya untuk memperkuat
perdamaian dan stabilitas di Asia Selatan, mendorong upaya dalam penghentian

perlombaan senjata antara India dan Pakistan, serta memperkuat rezim non-

proliferasi internasional demi menjaga keamanan internasional.'™*

13 Dani'cl'Morrow, loc.cit.
114 p:chard N. Haass and Morton H. Halperin, After the Tests: U.S. Policy Toward India and
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Selain itu, negara-negara yang tergabung dalam G-7 bersama dengan
sejumlah negara non G-7, juga bergabung dengan Amerika Serikat untuk
mendesak Dewan Eksekutif IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia agar
menentang pinjaman non kemanusiaan baru dengan India dan Pakistan.'**

Kemudian koalisi negara 8 negara termaju di dunia atau yang biasa disebut G-
8 (G-7, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, Ttalia, dan
Kanada, ditambah Rusia) mengumumkan kesamaan sikap dengan negara-negara
yang tergabung dalam P-5 Joint Communique pada KTT G-8 di London pada 12
Juni 1998. Yaitu dengan menyatakan setuju dalam mendorong Bank Dunia dan
lembaga keuangan internasional lainnya untuk mempertimbangkan pinjaman dari
negara yang melakukan uji coba senjata puklir.'®

Lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia melakukan penundaan
pinjaman untuk non kebutuhan dasar pinjaman, pada tahun fiskal 1998.
Penundaan itu atas dasar permintaan beberapa direktur eksekutif Bank Punia
setclah sanksi Amerika Serikat diumumkan dan juga melihat status keamanan di
India pasca tes ujl coba nuklir tersebut. India telah dijadwalkan untuk menerima
sekitar $ 3 miliar pinjaman dari Bank Dunia pada tahun fiskal 1998 (yang

berakhir 30 Juni 1998). Hanya sekitar $ 1 miliar dari jumiah itu dibayar sebelum

http:
Februari 2014.

-en&id=16002, diakses tanggal 26

115 Daniel Morrow, loc.cit.
116 Richard N. Haass and Morton H. Halpetin, op.cit.
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sanksi Glenn Amendment dijatuhkan. Dan setelah sanksi dijatuhkan, pinjaman
tersebut ditangguhkan,'’

Beberapa proyek yang sudah dijadwalkan bersama Bank Dunia ditunda
termasuk program yang diusulkanl $ 130 juta untuk mendukung program energi
terbaru India. Pinjaman $ 450 juta untuk mengembangkan jaringan listrik India ke
dalam operasi nasional dan layanan transmisi perusahaan. Pinjaman § 275 juta
untuk meningkatkan jaringan jalan raya di negara bagian Haryana. Bank Dunia
tanpa batas waktu menunda dua pinjaman kepada India pinjaman $ 130 juta untuk
proyek pertanian dan pinjaman $ 76 juta untuk proyek perawatan kesehatan pada

bulan Juni 1998.!8




